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Abstrak 

Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana,yang pengaturannya dalam KUHP 
maupun Undang-Undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum mengenai 
rasa harga diri yakni kehormatan (eer) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (goeden naam). 
Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik. 
Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik 
orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji kembali. Dalam hal pencemaran 
nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk 
menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun 
orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat. 
Kata Kunci: Jerat Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial 
 

Abstrak 
Defamation behavior is a criminal act. whose stipulations are in the Criminal Code or in laws outside the 
Criminal Code, The aim is to provide legal protection regarding a sense of self-respect, namely honor (eer) 
and a sense of self-respect regarding people's good names (goeden naam). Everyone has self-respect in 
the form of honor and self-esteem in the form of a good name. Actually, what is the measure of an act that 
can be categorized as defamation of others is still unclear because there are many factors that must be 
reviewed. In the case of defamation or humiliation, what is to be protected is the obligation of everyone to 
respect other people from the point of view of their honor and good name in the eyes of others even 
though that person has committed a serious crime. 
Keywords: legal snares, defamation, social media 
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PENDAHULUAN 
Di era globalisasi seperti sekarang ini, terdapat pertumbuhan dan perkembangan di 

berbagai sektor. Salah satu sektor yang berkembang cukup signifikan adalah sektor teknologi 
informasi. Manusia adalah makhluk sosial yang sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari 
membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi tentunya akan muncul 
penyampaian pendapat antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena dapat kita 
ketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam 
memandang dan menilai sesuatu hal dalam kehidupan. 

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik 
seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan 
berdasarkan hukum (rechstaat), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat), 
Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan 
tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus 
dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya 
demokrasi. 

Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 
Media sosial (selanjutnya ditulis “medsos”) menggabungkan elemen informasi dan 
komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah informasi 
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melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi 
audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media sosial. 

Pengguna medsos di Indonesia menempati peringkat 4 terbesar setelah USA, Brazil, dan 
India. Ada sekitar 65 juta pengguna medsos (facebook) aktif dan sebanyak 33 juta 
pengguna aktif per harinya namun “data April 2019 menunjukkan penambahan signifikan 
jumlah pengguna facebook aktif di Indonesia yakni sebanyak 111 juta pengguna. 

Pengguna medsos yang banyak, dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan 
berbagai tindak pidana dalam bentuk penipuan, pemalsuan, tayangan bermuatan pornografi, 
termasuk perbuatan sengaja menyebabkan penghinaan/pencemaran nama baik. Pencemaran 
nama baik melalui medsos memiliki karakteristik khusus yang dapat diketahui melalui 
putusan-putusan hakim. 

Perilaku pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana, yang pengaturannya 
dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP, tujuannya untuk memberikan 
perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (eer) dan rasa harga diri 
mengenai nama baik orang (goeden naam). Setiap orang memiliki harga diri berupa 
kehormatan maupun harga diri berupa nama baik. 

Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai 
pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji 
kembali. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi 
adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan 
nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang 
berat. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana 
setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. 
Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum 
menyerang kehormatan seseorang. 

Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang 
ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. 
Sedangkan nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku 
atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari 
sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan 
berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana 
perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. 

Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya 
adalah perilaku menyerang nama baik atau kehormatan. Sasaran pencemaran nama baik 
dapat di golongkan menjadi: 
1. Terhadap pribadi perorangan 
2. Terhadap kelompok atau golongan 
3. Terhadap suatu agama 
4. Terhadap orang yang sudah meninggal 
5. Terhadap para pejabat Negara. 

 
Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (beleediging) yang dibentuk oleh 

pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan 
ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacama 
ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan 
(beleediging) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek 
hukum kejahatan tersebut, yakni eer (kehormatan) dan goeden naam (nama baik). 
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Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, 
karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga 
digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek 
penghinaan. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang 
merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. 
Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus.Penghinaan khusus dalam pengertian yang 
disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus 
dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus 
tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu. 

Sementara penghinaan khusus di luar KUHP yang kini terdapat dalam perundang- 
undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk 
tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana 
penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “setiap orang 
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau 
membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah: Jerat 
Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial. Rumusan masalah yang akan dibahas 
penulis dalam tulisan ini adalah: Bagaimana jerat hukum terhadap pelaku pencemaran baik 
via media sosial 
 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan jurnal adalah yuridis normatif yaitu 
menganalisis kaitan antara peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan teori-teori 
hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang 
dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum,fakta, dan gejala hukum lainnya 
yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh 
mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriftif analisis ini hanya 
akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau 
menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai jerat hukum pencemaran nama baik via 
media sosial. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian 
Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial 
Jerat Hukum Menurut KUHP 

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah 
masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 
KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. 
a. Menista dengan lisan (smaad) – Pasal 310 ayat (1) 
b. Menista dengan surat (smaadschrift) – Pasal 310 ayat (2). 
 

Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” 
untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. 
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Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 
310 KUHP) adalah: 
a. Dengan sengaja; 
b. Menyerang kehormatan atau nama baik; 
c. Menuduh melakukan suatu perbuatan; 
d. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. 
 

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan 
(menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. 
Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau 
terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP. Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak 
dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah: 
a. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum; 
b. Untuk membela diri; 
c. Untuk mengungkapkan kebenaran. 
 

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, secara lisan ataupun tertulis 
diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa 
membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan pasal 
di atas dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 
ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, 
sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) 
itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui 
oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut 
tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan cukup dengan 
perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. 

Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan 
pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan 
dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut 
digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Kejahatan 
pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat 
dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. 
Pencemaran nama baik  (menista)  sebenarnya  merupakan  bagian  dari  bentuk penghinaan 
yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata 
“menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Korban 
penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut 
nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. 

Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam 
Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran 
tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan 
cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318). Memfitnah 
(Laster) Pasal 311 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barangsiapa melakukan kejahatan menista 
atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu 
dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” 

Jika dibandingkan antara kejahatan memfitnah (laster) dan kejahatan menista (smaad) 
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atau penghinaan/pencemaran nama baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman 
hukumannya. Namun demikian,  pada  intinya,  kejahatan  memfitnah  ini  juga  termasuk 
kejahatan pencemaran nama baik. Hanya saja, memfitnah ini mepunyai unsur-unsur yang 
lain. Unsur-unsur memfitnah, yaitu: 
a. Seseorang melakukan kejahatan menista (smaad) atau menista dengan tulisan. 
b. Apabila orang yang melakukan kejahatan itu “diberikan kesempatan untuk membuktikan 

kebenaran dari tuduhannya itu” 
c. Setelah diberikan kesempatan tersebut ia tidak dapat membuktikan kebenarannya 

daripada tuduhannya itu; dan 
d. Melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar. 
 

Salah satu unsur daripada delik fitnah (lasterdelict) ini adalah bahwa kepada orang yang 
melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan itu diberi kesempatan untuk 
membuktikan kebenarannya daripada tuduhan yang dilancarkannya. Demikianlah uraian 
pencemaran nama baik menurut KUHP, lalu bagaimanakah pencemaran nama baik melalui 
sosial media? 

Sosial media merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan 
dilakukan secara online yang memungkinkan setiap manusia untuk saling berinteraksi tanpa 
dibatasi ruang dan waktu. Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah terjadi penyimpangan 
penggunaan sosial media. Sosial media menjadi sarana untuk menyerang kehormatan atau 
nama baik pihak lain. Sebelumnya kita sering mendengar ungkapan “mulutmu harimaumu”, 
tetapi kini berubah menjadi “jarimu harimaumu”. Arti dari ungkapan tersebut adalah apa 
yang dituliskan oleh jari kita melalui sosial media dapat menjadi sesuatu yang berbahaya 
untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. 

Selain itu, sosial media digunakan untuk mempermalukan orang lain. Sering ditemukan 
adanya cyberbullying, hal tersebut dapat mengganggu psikis seseorang yang menjadi korban 
atas perbuatan tersebut. Karena ketika seseorang sudah merasa diambang batas rasa malu 
karena telah dipermalukan dapat bertindak dengan tanpa memikirkan akibat jangka panjang, 
yaitu mengakhiri hidupnya. Korban akan merasa tidak ada gunanya lagi dia hidup dengan 
keadaan yang harus dia hadapi. Sehingga perlu disadari bersama, bahwa hal-hal seperti itu 
harus kita hindari dan jangan dibiarkan berkembang begitu saja. Ketika suatu permasalahan 
terjadi dan apabila jika dilakukan pembiaran begitu saja dapat mengakibatkan suatu resiko 
yang berdampak luar biasa, semua pihak harus secara serius dan urgent untuk 
menindaklanjuti hal tersebut. Karena dari sebuah percikan api, dapat timbul kebakaran yang 
luar biasa. 

Mempermalukan juga sering dijumpai dilakukan sebagai ajang balas dendam karena 
tidak terima atas perlakuan seseorang kepadanya, hal tersebut dapat dilakukan oleh 
siapapun dengan latar belakang alasan yang beragam dengan maksud untuk 
mempermalukan. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ditindaklanjuti oleh 
pihak terkait. Setiap orang harus dapat menghargai dan menghormati harga diri seseorang. 

Dalam kehidupan ini, terdapat akibat atas segala perbuatan yang kita lakukan, jika kita 
tidak ingin mendapatkan akibat buruk maka sebaiknya menghindarkan diri dari perbuatan-
perbuatan buruk. Jadi kesimpulannya adalah, hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin 
dihormati. Dalam hidup kita harus mampu memanusiakan manusia. Karena dari setiap 
perbuatan yang menyimpang terdapat resiko berupa sanksi hukum maupun sanksi sosial 
yang harus ditanggung oleh setiap pelaku suatu perbuatan. 
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Pembahasan 
Jerat Hukum Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik 

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE 2016) 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (UU ITE 2008), kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan 
berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian 
hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. 

Rasa aman bagi penggunan teknologi dan informasi dapat berupa perlindungan hukum 
dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, visual maupun yang menyebabkan 
terjadi kontak fisik. Namun luasnya wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar 
pencegahan yang minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai 
tindak pidana. 

UU ITE 2008 telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana namun UUITE 2016 telah 
melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya 
berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi 
Informasi (Cyber Crime). Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) UUITE 2016: 
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah)”. 

Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUITE 2008 menjadi Pasal 45 ayat 
(3) UUITE 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan 
yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun 
sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Adapun dampak berkurangnya 
ancaman pidana tersebut maka tersangka/terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, 
penuntut umum maupun hakim. 

Selain itu, tedapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 UUITE 2008 yang 
sebelumnya tertulis “jelas” kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 UUITE 2016 menjadi 
“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah 
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Hal ini semakin 
memperjelas 1).makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam 
KUHP serta 2). merubah sifat delik. 

Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun 
pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang 
dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui 
oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang 
dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik 
sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan 
dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan 
memakai kata kata panggilan binatang dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan 
dinamakan “penghinaan ringan” 

Kendati demikian dijelaskan dalam UUITE 2008 penghinaan/pencemaran nama baik 
merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya 
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pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud UUITE 
2016 maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (klacht delic) yang mengharuskan 
korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 
UUITE 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 50/PUU- VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009. 

Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan 
tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam 
Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan 
(klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang 
dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang 
mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan. 
 
KESIMPULAN 

Sosial media merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan 
dilakukan secara online yang memungkinkan setiap manusia untuk saling berinteraksi tanpa 
dibatasi ruang dan waktu. Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah terjadi penyimpangan 
penggunaan sosial media. Sosial media menjadi sarana untuk menyerang kehormatan atau 
nama baik pihak lain. Sebelumnya kita sering mendengar ungkapan “mulutmu harimaumu”, 
tetapi kini berubah menjadi “jarimu harimaumu”. Arti dari ungkapan tersebut adalah apa 
yang dituliskan oleh jari kita melalui sosial media dapat menjadi sesuatu yang berbahaya 
untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Selain itu, sosial media digunakan untuk 
mempermalukan orang lain. 

Sering ditemukan adanya cyberbullying, hal tersebut dapat mengganggu psikis 
seseorang yang menjadi korban atas perbuatan tersebut. Karena ketika seseorang sudah 
merasa diambang batas rasa malu karena telah dipermalukan dapat bertindak dengan tanpa 
memikirkan akibat jangka panjang, yaitu mengakhiri hidupnya. Korban akan merasa tidak ada 
gunanya lagi dia hidup dengan keadaan yang harus dia hadapi. Sehingga perlu disadari 
bersama, bahwa hal-hal seperti itu harus kita hindari dan jangan dibiarkan berkembang 
begitu saja. Ketika suatu permasalahan terjadi dan apabila jika dilakukan pembiaran begitu 
saja dapat mengakibatkan suatu resiko yang berdampak luar biasa, semua pihak harus secara 
serius dan urgent untuk menindaklanjuti hal tersebut. Karena dari sebuah percikan api, dapat 
timbul kebakaran yang luar biasa. 
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